
 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

   NOMOR 20 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

RENCANA AKSI DAERAH  

PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat mencakup berbagai 

aspek kehidupan bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil, 

baik laki laki maupun perempuan; 

b. bahwa meskipun perempuan dan laki laki  memiliki aspirasi, 

kebutuhan dan pengalaman yang berbeda namun keduanya 

memiliki  hak, kewajiban serta peran dan tanggung jawab 

yang sama dalam pembangunan;  

c. Bahwa di masyarakat masih ditemukan berbagai bentuk  

kesenjangan gender, sehingga perlu mengintegrasikan 

strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh tahapan 
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pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; 

 

 

d. Bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan 

gender serta memberikan kerangka pelaksanaan 

pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Provinsi 

Kepulauan Riau, maka perlu  merumuskan Rencana Aksi 

Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG); 

  

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

 
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor 53, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4389); 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 15 Tahun 2008  Tentang    Pedoman     Umum  

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

 

 

 

12. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri 

Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor: 

270/M.PPN/11/2012 ,Nomor:SE-33/MK.02/2012,Nomor 

:050/4379A/SJ; Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang 

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) Melalui Perencanaan Dan PenganggaranYang 

Responsif Gender (PPRG); 

 
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender Di Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau  Tahun 2011 Nomor 17); 

 
14. Nota kesepakatan Bersama antara Gubernur dan Ketua 

DPRD Provinsi Kepri dengan Bupati/ Walikota dan Ketua 

DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi Kepulauan Riau 

tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perwujudan 

Kesetaraan gender, Peningkatan Kualitas Hidup 
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Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di 

Kepri 

  

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI 

DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. 

4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-

laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan 

sosial dan budaya masyarakat. 

5. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi yang dibangun untuk 

mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan 

program pembangunan daerah. 

6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 

mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. 



7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki 

dan perempuan. 

8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengindentifikasi dan memahami 

pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap 

sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses 

pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara 

laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya 

memperhatikan faktor lainnnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. 

9. Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau 

pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk 

mencapai kesetaraan dan keadilan gender 

10. Perencanaan Berspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian 

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan 

perempuan dan laki-laki. 

11. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat 

RAD PUG adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang 

lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan. 

12. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing. 

13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja 

PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak 

pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 



Maksud dibentuknya pedoman adalah sebagai pedoman dalam upaya 

percepatan pencapaian Kesetaraan dan keadilan melalui pelaksanaan strategi 

Pengarusutamaan Gender pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau dan lembaga kemasyarakatn lainnya. 

 
Pasal 3 

 
Tujuan dibentuknya pedoman adalah untuk memberikan panduan 

terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas 

kebijakan Pembangunan daerah bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau dan lembaga kemasyrakatan lainnya yang berspektif gender 

dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA 

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG) 

 
Pasal 4 

(1) Sistematika RAD PUG Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab II : Analisa Situasi 

Bab III : Arah Kebijakan 

Bab I : Rencana Aksi Daerah PUG 

Bab V : Penutup  

  

(2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 



Pasal 5 

 
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau. 

 

           

    Ditetapkan di Tanjungpinang 

       Pada tanggal  

       GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

 

         dto 

        H. MUHAMMAD SANI 

 

Diundangkan di Tanjungpinang 
Pada tanggal   

    
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 
 
 

            dto 

SUHAJAR DIANTORO 

 

 

 

 

 

 

 

 


